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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat
penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak
hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga
orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga
mereka masing-masing. Perkawinan dalam hukum adat perkawinan
merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan
perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara
kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain (Laksanto 2016,

89).

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal
1 merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (
rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa ( UU RI 2013, 2'). Sementara itu perkawinan jika dilihat dari
hukum syara’ yaitu ijab dan qabul (‘agad) yang menghalalkan
persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-
kata yang menunjukan nikah, menurut peraturan yang ditentukan
oleh Islam (Syarifuddin 2014, 35). Selain dari pengertian juga
berkaitan dengan perintah dan larangan melakukan perkawinan,
seperti sebab adanya larangan melakukan perkawinan dalam fikih
[slam karena adanya hubungan nasab dan juga hubungan perkawinan.
Sedangkan sebab adanya larangan dalam konsep UU Nomor 1 Tahun
1974 pasal 8 mempunyai sebab yang lebih banyak lagi di luar dari

karena hubungan nasab dan perkawinan yaitu perkawinan dilarang



antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya

atau peraturan lain yang berlaku ( UU RI 2013, 5).

Pelarangan melakukan perkawinan sebab adanya peraturan
lain yang diakui sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 pasal 8 berakibat memberikan penyempitan keleluasaan dalam
melakukan perkawinan. Peraturan lain yang diakui di Indonesia ikut
sebagai penentu untuk kebolehan melakukan perkawinan.
Keikutsertaan dalam menentukan kebolehan melakukan perkawinan
telah banyak diterapkan di daerah-daerah yang ada di Indonesia.
Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat dan
dasar berlakunya hukum adat ditinjau secara yuridis dalam berbagai
peraturan perundang-undangan mempelajari segi yuridis dasar
berlakunya hukum adat berarti mempelajari dasar hukum berlakunya
hukum adat di Indonesia. Landasan yuridis berlakunya hukum adat
adalah ketetapan MPRS No. I[I/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402,
ditetapkannya hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum
Nasional. Setelah diundangkannya Tap MPRS No. II/MPRS/1960
tersebut maka kedudukan serta peran hukum adat dalam
pembangunan hukum Nasional menjadi lebih jelas dan tegas, yaitu
sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan
makmur merupakan landasannya. Hukum adat dapat menjadi
landasan asas-asas hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

a. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa.

b. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Negara Indonesia
yang berfalsafah Pancasila.

c. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ius constitutum.



d. Hukum adat yang bersih dari sifat-sifat feodalisme, kapitalisme,
serta pengisapan manusia atas manusia.
e. Hukum adat tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama

(Laksanto 2016, 141-142).

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-
macam suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan
adat yang berbeda. Sistem perkawinan menurut hukum adat tersebut
ada tiga, pertama exogami, yaitu seorang laki-laki dilarang menikah
dengan perempuan yang semarga atau sesuku dengannya. la harus
menikahi seorang perempuan di luar marganya (klen patrilineal).
Kedua endogami yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi
perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klen atau famili) sendiri
dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat. Ketiga eleutrogami,
seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi
perempuan di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku
melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan
hukum perundang-undangan yang berlaku. Sistem perkawinan adat di
Desa Tanjung Pauh Kecamatan Koto Baru yang menganut sistem

exogami (Hadikusuma 1990, 67-69).

Adat adalah aturan yang lazim diturut sejak dahulu, turun
temurun atau kebiasaan, adat istiadat hukum tidak tertulis, peraturan
yang berlaku di daerah setempat, biasanya peraturan ini tercipta atas
kesepakatan warga setempat dan telah disetujui bersama dan
merupakan warisan nenek moyang yang telah turun temurun (
Santoso 1998, 11). Sedangkan sanksi adat adalah  hukuman yang
memaksa seseorang untuk mentaati apa-apa yang sudah ditentukan
dari aturan yang lazim dari dahulu kalanya yang bersifat turun-

temurun (Poerwadarminta 1995, 870).



Seharusnya setelah semua rukun dan syarat yang harus
dipenuhi bagi orang yang hendak menikah itu telah dipenuhi seperti
kedua mempelai (sepasang laki-laki dan perempuan), wali, saksi dan
‘akad, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Berbeda dengan yang
terjadi di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir yang tidak
dapat dilakukan perkawinan apabila masih terikat pada aturan adat
yang ada. Adat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir
memiliki empat macam suku yaitu suku Melayu, suku Domo, suku
Ketopang dan suku Piliang. Adat ini telah melarang perkawinan

sesuku, seperti antara masyarakat suku domo dengan suku domo.

Larangan perkawinan tersebut berlaku di desa itu dan diberi
sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya. Sanksi tersebut tidak
tertulis, hanya merupakan tradisi tidak tertulis. Sanksi ini dilakukan
atas kesepakatan secara bersama. Kesepakatan itupun dihasilkan dari
musyawarah adat yang dipimpin oleh sesepuh adat atau di sebut
Datuk. Penerapan saksi adat ini juga telah berjalan dengan
semestinya, seperti setahun yang lalu pasangan antara Seri (suami)
dengan Epi (istri) yang sama-sama bersuku Domo melangsungkan
perkawinan. Sehingga diberi denda adat karena telah melakukan
larangan dalam aturan adat yang diberikan oleh adat- adat yang
lainnya, yaitu menyembelih seekor kambing untuk berdoa. Apabila
denda itu tidak dilaksanakan maka ada dua sanksi yang diterima oleh
mereka yaitu pertama, pasangan ini akan diasingkan (usir) dari Desa
Tanjung Tauh. Kedua, menghalangi saudara-saudara dari kedua belah
pihak untuk berurusan dengan adat. Kemudian pada akhirnya kedua
pasangan ini memilih membayar atau menjalankan sanksi berupa
denda adat yang ada di Desa Tanjung Pauh itu, walaupun pernah ada
pula yang diusir karena tidak menyembelih seekor kambing (Uwoh
2017). Ungkapan itupun dibenarkan oleh salah seorang Datuk dari

kedua pasangan yang melakukan pernikahan tersebut, yaitu Datuk



Maanggung Sempo yang juga bersuku Domo. Sanksi adat ini sengaja
terus dilakukan karena sudah termasuk kepada kebiasaan yang
dilakukan oleh masyarakat sejak sebelum Indonesia merdeka dan

sudah menjadi hukum adat setempat (Ujang 2017).

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas atau
memuat hukum adat tersebut, hanya saja ada indikasi yang mengarah
kepada pemberlakuan hukum adat yaitu yang tertuang dalam Pasal 8
(f) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan perkawinan dilarang

antara dua orang yang:

“mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku, dilarang kawin” (UU R1 2012, 5).

Kata peraturan lain dalam pasal 8 (f) tersebut memberikan

peluang adanya aturan lain selain dari UU perkawinan yang dapat
mengatur tentang larangan perkawinan. Kemudian dalam pasal 66 UU
Perkawinan memuat pemberlakuan hukum adat perkawinan yaitu
yang berbunyi:
“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan
berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordinansi
Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia
1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de
Huwelijken S5.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang
mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-
undang ini, dinyatakan tidak berlaku” (UU RI 2012, 21).

Indikasi masuknya hukum perkawinan adat dalam pasal 8 (f)
UU Perkawinan diperlukan penelitian yang mendalam agar dapat
mengetahui pemberlakuan hukum perkawinan adat dalam UU
Perkawinan, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengetahui

apakah kata peraturan lain dalam UU Perkawinan tersebut termasuk

di dalamnya hukum adat atau tidak, sehingga dapat diketahui



bagaimana tinjauan UU Perkawinan terhadap hukum perkawinan adat
dan juga terhadap penerapan larangan adat perkawinan sesuku.
Penerapan larangan adat kawin sesuku ini perlu dilakukan penelitian
dalam bentuk skripsi penelitian yang berjudul “Larangan Adat
Melakukan Pernikahan Sesuku Ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 (Studi kasus di Desa Tanjung Pauh
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi

Riau)”.
B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang penulis teliti
adalah “Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
terhadap penerapan larangan adat bagi pelaku pernikahan sesuku di
Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan

Singingi Provinsi Riau?”

C. Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja yang menjadi latar belakang diterapkannya larangan adat
terhadap pernikahan sesuku di Desa Tanjung Pauh Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ?

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan
larangan adat bagi orang yang kawin sesuku di Desa Tanjung
Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ?

3. Bagaimana pandangan UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap
penerapan larangan adat perkawinan sesuku di Desa Tanjung

Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ?

D. Tujuan dan Signifikasi Penelitian
1. Untuk mengetahui yang melatar belakangi diterapkannya larangan

adat terhadap perkawinan sesuku di Desa Tanjung Pauh



Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi
Riau.

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan
larangan adat kawin sesuku di Desa Tanjung Pauh Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

3. Untuk mengetahui pandangan UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap
penerapan larangan adat kawin sesuku di Desa Tanjung Pauh
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi
Riau.

Penelitian yang penulis lakukan yaitu berada di Desa Tanjung

Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi

Riau. Penelitian ini sangat perlu dilakukan karena pada umumnya

sanksi diberikan kepada orang yang melanggar, akan tetapi uniknya

sanksi adat ini tidak hanya diberikan kepada orang yang melanggar
tetapi juga kepada saudara-saudara yang belum menikah dari
pelanggar aturan. Penelitian ini juga dapat menjadi ilmu dan juga
renungan sekaligus pedoman bagi masyarakat Desa Tanjung Pauh
berkaitan dengan hukum penerapan Sanksi adat terhadap perkawinan
sesuku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal inipun
sesuai dengan harapan dan permintaan masyarakat Desa Tanjung

Pauh.

. Studi Literatur

Studi literatur dalam skripsi ini penulis mengambil 10 buah
skripsi yang ada hubungannya dengan judul yang akan penulis bahas

yaitu:

1. Skripsi yang pertama ditulis oleh Muhammad Zuhri, Bp. 300.155
dengan judul “Sanksi Adat Tentang Kawin Sapayuang Di Desa

Bungo Tanjung Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman



Menurut Hukum Islam.” Sapayuang menurut skripsi ini adalah

orang yang berada dalam satu persukuan dalam adat minang.

Rumusan masalahnya adalah apa yang melatarbelakangi
adanya sanksi terhadap perkawinan sapayuang di Desa Bungo
Tanjung dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang sanksi
terhadap perkawinan sapayuang di Desa Bungo Tanjung.
Kesimpulan dari jawaban rumusan masalah di atas adalah bahwa
larangan perkawinan sapayuang menurut adat Desa Bungo
Tanjung itu adalah bertentangan dengan hukum Islam karena
adat tersebut termasuk adat fasid. Di samping itu ketentuan adat
yang melarang perkawinan sapayuang itu adalah perbuatan yang
terlarang secara hukum Islam, karena perbuatan itu adalah
mengharamkan perbuatan yang di halalkan oleh hukum Islam.
Sanksi yang dijatuhkan adat kepada pelaku perkawinan
sapayuang adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum
I[slam, karena memberi sanksi/hukuman kepada orang yang tidak
melanggar hukum dan orang tersebut malakukan perbuatan yang

dihalalkan oleh hukum Islam.

. Skripsi yang kedua, yang ditulis oleh Masril Bp. 394 025 dengan
judul skripsi “Larangan Kawin dan Sanksi Adat yang Menikah
Sepersukuan di Desa Gunung Medan Ditinjau dari Hukum Islam”.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana pandangan hukum
Islam terhadap larangan kawin dan sanksi adat sepersukuan
menurut hukum adat di Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan
Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, bagaimana pandangan hukum

[slam terhadap larangan tersebut dan apa hikmahnya.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Masril
menyatakan dalam Bab V skripsinya bahwa larangan kawin

tersebut adalah sepersukuan, apabila suku orang yang berhak



dikawini sama dengan suku istri, larangan tersebut hanya dalam
pandangan hukum adat saja sedangkan dalam hukum islam tidak

ada larangan melainkan dengan tujuan memelihara kekerabatan.

. Skripsi yang ketiga, yang ditulis oleh Hariyus Sofiani Bp.308.240
dengan judul skripsi “Sanksi Adat Perkawinan Sekorong Ditinjau
Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Korong Kampung Tangah
Nagari Sanur Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang
Pariaman)”. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana
latar belakang adanya sanksi adat sekorong dan bagaimana
pandangan Hukum Islam terhadap sanksi adat pernikahan
sekorong. Jawaban dari rumusan di atas adalah setelah
menganalisis data yang ada, penulis menyimpulkan bahwa
kedudukan sanksi adat terhadap orang yang melakukan
perkawinan sekorong di korong kampung tangah nagari sanur
secara umum hanya merupakan adat kebiasaan masyarakat yang
sudah terjadi turun temurun. Perkawian telah sah dan sanksi
adat yang diberikan boleh. Hukum Islam tidak mengatur atau
melarang perkawinan sekorong, Islam hanya melarang
perkawinan karena hubungan sesusuan, hubungan semenda. Hal
ini karena tujuan dari larangan perkawinan sekorong ini adalah
untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat, sesuai dengan
kaidah fikih “menolak mafshadah didahulukan dari pada meraih
mashlahah”.
. Skripsi yang ke empat, yang ditulis oleh Resmawati Bp. 304.024
dengan judul skripsi “Sanksi Bagi Pelanggaran Perkawinan Adat
Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kenagarian Pandam
Gadang Kec Gunung Omeh Kab. Lima Puluh Kota)”.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah apakah yang
melatar belakangi adanya sanksi adat dan bagaimanakah bentuk

sanksi adat perkawinan dalam walimatul ‘urs di Kenagarian
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Pandam Gadang. Jawaban dari rumusan masalah itu adalah
setelah penulis meneliti membahas dan menganalisa
permasalahan ini dengan menggunakan berbagai metode-metode
maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan sanksi adat
terhadap orang yang tidak menyediakan kepala kerbau dalam
walimatul ‘urs hukumnya dibolehkan karena dengan
diadakannya sanksi tersebut seseorang bisa lebih menjadi
bertanggung jawab terhadap amanah yang dipegangnya, dengan
adanya syarat menyediakan kepala kerbau menyebabkan
seorang berfikir dahulu untuk menikah dalam artian bahwa
nikah itu mempunyai tanggung jawab yang besar sehingga
terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmabh.

. Skripsi yang kelima, yang bernama Muhammad Zulkifli Bp.
307.033 dengan judul skripsi “Larangan Adat Melakukan
Perkawinan Antara Masyarakat Nagari Salo Dengan Masyarakat
Nagari Koto Baru Ditinjau Dari Hukum Islam”.

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana
pandangan hukum Islam terhadap aturan adat yang berlaku di
nagari Salo dan Koto Baru tentang larangan perkawinan antara
kedua anak nagari tersebut. Jawaban dari rumusan masalah itu
bahwa larangan adat perkawinan antara masyarakat nagari Salo
dengan masyarakat nagari Koto Baru, Kecamatan Baso,
Kabupaten Agam menurut hukum Islam adalah membolehkan
dan tidak ada larangan sesama antara kedua nagari untuk
melangsungkan pernikahan, yang dilarang adalah menikahi
perempuan yang ada hubungan nasab, sepersusuan yang telah di
jelaskan al-Qur'an dan hadits. Larangan adat melakukan
perkawinan antara masyarakat nagari Salo dengan masyarakat

nagari Koto Baru dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan
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tersebut termasuk dalam kategori al-urf al-fasid yang tidak sah
dijadikan sebagai hujjah dalam hukum Islam.

. Skripsi yang keenam adalah skripsi yang di tulis oleh Khairul Bp.
307. 047 dengan judul skripsi “Larangan Perkawinan Antara
Laki-Laki Dari Nagari Batupalano Dengan Perempuan dari Nagari
Koto Baru Ditinjau Dari Hukum Islam”. Rumusan masalahnya
adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan
perkawinan antara laki-laki dari nagari Batupalano dengan
perempuan dari nagari Koro Baru. Jawaban dari rumusan
masalah tersebut adalah bahwa larangan perkawinan antara laki-
laki dari nagari Batupalano dengan perempuan dari nagari Koro
Baru termasuk kepada adat fasid karena bertentangan dengan
hukum Islam.

. Skripsi yang ketujuh adalah skripsi yang ditulis oleh Mimin
Sriwahyuni Bp. 311.249 dengan judul “Sanksi Adat Terhadap
Pernikahan Beda Suku Antara Masyarakat Suku Koto Dengan
Masyarakat Suku Pinyalai”, Kesimpulan dari hasil penelitian ini
adalah pertama, bentuk-bentuk sanksi adat a) pengasingan bagi
pelanggar adat. b) menyembelih seekor kambing. c) acara
selamatan oleh para pemuka adat. Kedua, proses pelaksanaan
sanksi adat terhadap orang yang melanggar adat yaitu a)
musyawarah pemuka adat. b) dipanggil orang yang melanggar
adat. c) mengusir mereka dari kampung. Ketiga, dampak yang
terjadi pada pelaku pelanggaran adalah dampak psikologi sedih,
takut, cemas, merasa tidak senang hati dan berkecil hati
dikampung halaman sendiri. Dampak sosial disisihkan,
dikucilkan, diabaikan, dan tidak dilibatkan oleh masyarakat.

. Skripsi yang kedelapan adalah skripsi yang ditulis oleh Yon
Akbari Bp. 309. 115 dengan judul skripsi “Sanksi Adat Bagi Orang
Yang Tidak Melakukan Walimatul ‘Urs di Gampoeng Suaq Bakung
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Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi

Nangroe Aceh Darussalam di Tinjau Dari Hukum Islam”.

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi orang yang tidak
melakukan walimatul ‘Urs di Gampoeng Suaq Bakung Kecamatan
Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam. Kesimpulannya adalah sanksi adat bagi orang yang
tidak melakukan walimatul ‘urs di Gampoeng Suaq Bakung
Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi
Nangroe Aceh Darussalam adalah haram. Hal ini disebabkan
karena hukum mengadakan walimatul ‘urs hanya sunat bukan
wajib, karena menempatkan sanksi hukum kepada perbuatan
yang sunat adalah haram sehingga menimbulkan kemudharatan
terhadap orang yang tidak mampu melakukan walimatul ‘urs.
Mereka berhutang ataupun menjual tanah dan barang berharga
hanya untuk melakukan walimatul ‘urs. Hal itulah yang
menyebabkan sanksi adat bagi orang yang tidak melakukan

walimatul ‘urs adalah haram hukumnya.

. Skripsi yang kesembilan adalah skripsi yang ditulis oleh Riki Jon
Indri Bp. 306.027 dengan judul “Sanksi Adat Terhadap
Pernikahan Orang Yang Masuk Kaum Dengan Masyarakat Kaum
Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungo Tanjung
Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Provinsi
Bengkulu”. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap Sanksi Adat Terhadap
Pernikahan Orang yang masuk kaum dengan masyarakat kaum.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis
berkesimpulan bahwa sanksi adat terhadap pernikahan orang

masuk kaum dengan masyarakat ditinjau dari hukum Islam
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merupakan hukum yang tidak boleh dijadikan dalil syara’ karena
bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan Sunnah.
Haram untuk dilaksanakan dan tidak boleh diikuti karena
menzalimi umat Islam yang menimbulkan permusuhan dan
perpecahan sehingga menyebabkan putusnya hubungan
silaturahmi antara umat Islam.

10. Skripsi yang kesepuluh adalah skripsi yang ditulis oleh Aznan
Andri Bp.399.138 dengan judul skripsi “Pandangan Hukum Islam
Terhadap Sanksi Adat Bagi Orang Yang Kawin Dengan Orang Luar
Silungkang”. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi orang yang
kawin dengan orang luar Silungkang. Kesimpulan skripsi ini
bahwa sanksi adat terhadap perkawinan keluar dari daerah
Silungkang tidaklah bertentangan dalam artian dibolehkan
karena tidak ada suatu surat atau ayatpun yang melarang

perkawinan keluar dari daerahnya menurut hukum Islam.

Sedangkan pada judul yang akan penulis bahas yaitu
Penerapan Larangan Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Beberapa karya ilmiah yang
penulis cantumkan di atas membahas tentang sanksi adat yang
ditinjau dari Hukum Islam, namun yang akan penulis teliti dalam
penulisan skripsi ini adalah tinjauan Undang-Undang perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 terhadap penerapan larangan adat yang
diberikan kepada pelaku kawin sesuku yang berimbas kepada
kelangsungan perkawinan dan kebolehan melakukan urusan adat bagi

keluarga dan saudara penerima sanksi yang lain.
. Kerangka Teori

Perkawinan dapat dilakukan apabila terlepas dari segala

bentuk yang menghalanginya, halangan perkawinan itu salah satunya
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yaitu disebut larangan perkawinan. Perkawinan yang dilarang dalam
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki beberapa

sebab yaitu:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah
maupun keatas;

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan
antara seorang dengan saudara neneknya;

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
ibu/bapak tiri;

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,
saudara susuan dan bibi/paman susuan;

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau
kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari
seorang;

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain

yang berlaku, dilarang kawin.

Pada dasarnya perkawinan yang dilarang dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus di patuhi dan dijalankan oleh
masyarakat Indonesia, inilah sebenarnya yang dikehendaki bersama.
Namun proses penerapannya banyak yang tidak terrpantau dengan
baik. Apabila perkawinan yang dilarang itu sebab ada hubungan garis
keturunan, hubungan semenda dan sesusuan mungkin memang telah
dilakukan dengan semestinya, akan tetapi larangan perkawinan
karena hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku hal ini masih banyak ketidak jelaskan peraturan mana yang

dimaksud.

Salah satu sistem perkawinan yang berlaku di Indonesia adalag

sistem exogami yang melarang perkawinan sesuku, sistem ini
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mengharuskan menikah dengan suku lain ( Utomo 2017, 97).

Sebagaimana contohnya di Desa Tanjung Pauh yang melarang

perkawinan antara suku Domo dengan suku Domo, antara suku

Melayu dengan suku Melayu, antara suku Ketopang dengan suku

Ketopang, antara suku Piliang dengan suku Piliang. Berhubungan

dengan sebab di terapkannya aturan adat berbagai macam jenisnya

bahkan sanksi adat yang di berikan bagi pelanggarnya. Adapun tujuan

dari pemberian sanksi adat adalah untuk memberi efek jera bagi

pelanggar aturan adat.

G. Metode Penelitian.

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penuliasan

karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode:

a. Library research yaitu, dengan melakukan penelitian

kepustakaan yakni membaca buku-buku yang berkaitan

dengan masalah yang penulis bahas.

b. Field research yaitu, dengan melakukan penelitian langsung

kelapangan terhadap kejadian yang terjadi dalam masyarakat

Desa Tanjung Pauh melalui:

1)

2)

Interview yaitu metode pengumpulan data atau informasi
dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara
sistematik  berdasarkan pada tujuan penyelidikan
(Subyanto 2006, 97). Interview penulis menyiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan
dengan pedoman wawancara yang dilakukan di Desa
Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan
Singingi.

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan
sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti (Nasution

2006, 106). Penulis menggunakan observasi langsung
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kedaerah objek penelitian. Disini penulis mengamati fakta
yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan
penerapan sanksi adat terhadap pernikahan sesuku di Desa
Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan
Singingi.

2. Sumber data

a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung
dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di
lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada objek
yang diteliti (Rianto 2004, 57). Dalam penelitian ini yaitu
tokoh adat Desa Tanjung Pauh, pelanggar adat, aparat
pemerintahan dan masyarakat Desa Tanjung Pauh.

b. Sumber data skunder adalah data yang di peroleh atau
dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari
sumber-sumber yang telah ada (Hasan 2002, 82). Data
sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku yang
berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis teliti.

3. Analisis Data

Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga
diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk
menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan
penelitian (Suryabrata 1995, 18). Data yang diperoleh dianalisis
dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan jalan
mengumpulkan data dilapangan kemudian data tersebut disusun
menurut subjek pembahasan. Selain itu dalam menganalisis data
juga digunakan pendekatan adat. Kemudian diambil kesimpulan

dengan mempergunakan:
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Metode Induktif, yaitu menganalisis data atau fakta yang
bersifat khusus agar dapat menarik kesimpulan yang bersifat
umum.

Metode Deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang
sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum
hendak menilai suatu kajian yang khusus (Surrrachmadi,

1975).



